
 

 
 
 

 
 
 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GUDANG DINGIN 

PERIKANAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  

KEKAYAAN DAERAH  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang        : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 

2015, disebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 

b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan ekonomi, serta tarif yang berlaku secara 
umum untuk usaha yang sejenis,  maka perlu meninjau 

kembali tarif retribusi atas pemakaian Gudang Dingin 
Perikanan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan 

atas Tarif Retribusi Pemakaian Gudang Dingin Perikanan 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 
Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 

SALINAN 
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Perbup Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 18 
Perubahan atas Tarif Gudang Dingin Perikanan 

Hlm 2 dari 4 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5679);  
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2008 Nomor 14); 
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Perbup Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 18 
Perubahan atas Tarif Gudang Dingin Perikanan 

Hlm 3 dari 4 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2011 Nomor 7); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2011 Nomor 23 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 8); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2012 Nomor 8 );  

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF 
RETRIBUSI PEMAKAIAN GUDANG DINGIN PERIKANAN 
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH 

NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH. 

 
 
 

Pasal 1 
 

Tarif Retribusi Pemakaian Gudang Dingin Perikanan sebagaimana tercantum 

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2011 Nomor 23 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 8 ), diubah sebagai berikut: 
 

NO JENIS KEKAYAAN/ASET DAERAH 
BESARAN 

TARIF RETRIBUSI  

XVI. PEMAKAIAN GUDANG PERIKANAN: 

a. Gudang Dingin: 
> ikan laut asin 
> ikan tawar asin 

 

 

 
=Rp. 750,-/kg/bulan 
=Rp. 750,-/kg/bulan 
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Perbup Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 18 
Perubahan atas Tarif Gudang Dingin Perikanan 

Hlm 4 dari 4 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2016. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal  14 April 2016  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
             CAP/TTD 

 
     H. ABDUL WAHID HK 

 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  14 April 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
        HULU SUNGAI UTARA, 

 
               CAP/TTD 

 
       H.EDDYAN NOOR IDUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 18. 

 
 
 


